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Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKDA)

berbasis IT Governance dalam rangka meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah. Dengan menggunakan metodologi

pengembangan sistem waterfall dan framework COBIT 5,

penelitian ini mengimplementasikan ~ sistem  yang
mengintegrasikan ~ proses  perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKDA berbasis
IT Governance dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan
keuangan sebesar 45%, mengurangi waktu pemrosesan laporan
keuangan hingga 60%, dan meningkatkan tingkat transparansi

informasi keuangan daerah hingga 80%.

l. INTRODUCTION

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan  teknologi  informasi  telah
membawa perubahan signifikan dalam tata kelola
pemerintahan,  khususnya dalam pengelolaan
keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas
menjadi tuntutan utama masyarakat dalam era digital,
namun masih banyak pemerintah daerah yang
menghadapi kendala dalam mengimplementasikan
sistem informasi manajemen keuangan yang efektif
dan terintegrasi. Berdasarkan data Kementerian
Dalam Negeri tahun 2022, hanya 45% pemerintah
daerah yang telah mengimplementasikan sistem

informasi  keuangan berbasis teknologi secara
optimal.
Pengelolaan  keuangan daerah  merupakan

komponen vital dalam mewujudkan good governance
dan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut
laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun
2023, dari 542 pemerintah daerah di Indonesia, masih

terdapat 157 daerah (29%) yang mendapatkan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 15 daerah
(2.8%) yang mendapatkan opini Tidak Memberikan
Pendapat (TMP). Hal ini mengindikasikan masih
adanya permasalahan serius dalam pengelolaan dan
pelaporan keuangan daerah.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan penggunaan sistem informasi dalam
pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam
praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala teknis
dan non-teknis.

1.2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana mengembangkan SIMKDA vyang
dapat  mengintegrasikan  seluruh  proses
pengelolaan keuangan daerah?

b. Sejauh mana efektivitas implementasi IT
Governance dalam meningkatkan transparansi
keuangan daerah?
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c. Bagaimana mengukur dampak implementasi
SIMKDA terhadap efisiensi pengelolaan
keuangan daerah?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian
a. Mengembangkan sistem informasi manajemen
keuangan daerah terintegrasi
b. Mengimplementasikan framework IT
Governance untuk meningkatkan transparansi
c. Mengukur efektivitas sistem dalam
meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan

1. LITERATURE REVIEW
2.1. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah literature review dari jurnal dan
penelitian  terdahulu  yang  merupakan
rangkuman menyeluruh dari beberapa studi
penelitian yang ditentukan berdasarkan tema
tertentu

Tabel.1 Analisis Hasil Penelitian Terdahulu
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man | entasi itatif | katan hanya
etal. | E- efisiens | pada
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1) ment daerah
dalam
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laan
Keuang
an
Daerah
2 | Wija | Analisis | Mixed | Frame | Belum
ya& | COBIT | Metho | work ada
Sup |5 untuk | d tata imple
arto | Tata kelola | mentas
(202 | Kelola TI i nyata
2) TI yang
Pemerin kompre
tahan hensif
3 | Nug | Pengem | Protot | Sistem | Keama
roho | bangan | yping | lebih nan
etal. | SIMDA scalabl | data
(202 | Berbasi e masih
3) s Cloud lemah
4 | Prat | Evaluas | Deskr | Pening | Tidak
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2.2. Kerangka Teoritas
2.2.1. Teori IT Governance

IT Governance merupakan bagian integral dari
tata kelola perusahaan yang terdiri dari
kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses
yang memastikan bahwa teknologi informasi
organisasi mendukung dan memperluas strategi
dan tujuan organisasi (ISACA, 2023).

2.2.2. Teori Framework COBIT 5
COBIT (Control Objectives for Information and
Related Technology) 5 menyediakan kerangka
kerja komprehensif yang membantu organisasi
mencapai tujuan mereka dalam hal tata kelola
dan manajemen TI.

2.2.3. Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Arsitektur  Sistem  Informasi  Manajemen
Keuangan Daerah adalah pendekatan enterprise
architecture yang komprehensif. Business
architecture memetakan seluruh proses bisnis
keuangan  daerah dan  mengotomatisasi
workflow yang ada. Application architecture
diimplementasikan dengan pendekatan modular
dan service-oriented, memungkinkan
fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Data
architecture dirancang untuk mengelola data
secara efisien melalui implementasi data
warehouse dan sistem manajemen data induk
yang terintegrasi.

Kerangka  teoritis ini  menjadi  dasar
pengembangan SIMKDA yang terintegrasi,
aman, dan transparan. Implementasi yang tepat
dari ketiga aspek ini (IT Governance, Sistem
Informasi, dan Transparansi) akan
menghasilkan sistem yang dapat meningkatkan

efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah

2.3. Kerangka Alur Penelitian

Kerangka alur penelitian ini menggunakan

pendekatan yang sistematis melalui beberapa tahap.
Berikut adalah tahap-tahap penelitian yang
dilakukan:
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Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian
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1.

Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian
Tahap awal penelitian ini berfokus pada
identifikasi  permasalahan  pengelolaan
keuangan daerah yang dihadapi oleh
pemerintah  daerah terkait kurangnya
transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utama
penelitian ini adalah untuk mengembangkan
sistem informasi yang dapat meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan melalui penerapan IT
Governance.

Tinjauan Literatur

Pada tahap ini, dilakukan tinjauan literatur
untuk menggali informasi mengenai konsep
dasar IT Governance, Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMKDA),
dan pendekatan COBIT 5. Literatur yang
digunakan meliputi  jurnal akademik,
laporan pemerintah, dan studi kasus serupa
sebagai dasar dalam menyusun kerangka
sistem yang diusulkan.

Pemilihan Metodologi

Metode pengembangan sistem yang dipilih
adalah waterfall, karena pendekatan ini
memungkinkan  pengembangan  sistem
secara bertahap dari analisis hingga
implementasi. Pemilihan metodologi ini
juga mempertimbangkan aspek keandalan,
keamanan, dan efisiensi sistem.

Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan
mengadopsi kerangka kerja COBIT 5 untuk
memastikan tata kelola dan manajemen TI
yang baik.  Perancangan  mencakup
komponen business architecture, application
architecture, dan data architecture yang
terintegrasi  untuk  mendukung tujuan
penelitian.

Implementasi Sistem
Implementasi  sistem dilakukan setelah
perancangan selesai. Pada tahap ini, seluruh
komponen sistem diintegrasikan untuk
memastikan bahwa setiap proses dalam
pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan
secara otomatis, efektif, dan efisien.

Evaluasi dan Analisis Hasil

Setelah sistem diimplementasikan, evaluasi
dilakukan  untuk  menilai  efektivitas
penerapan IT Governance dan dampaknya
terhadap transparansi, efisiensi, dan
akuntabilitas. Analisis hasil dilakukan
dengan membandingkan data sebelum dan
sesudah penerapan sistem.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan diambil berdasarkan hasil
evaluasi dan analisis, dengan menyajikan
temuan utama penelitian. Rekomendasi
diberikan untuk pengembangan lebih lanjut
dan penerapan sistem pada skala yang lebih
luas dalam konteks pemerintahan daerah..

Dengan mengikuti alur penelitian yang sistematis ini,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam jurnal ini

. RESEARCH METHODS
3.1. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui
beberapa metode, yaitu studi literatur, wawancara,
observasi, dan analisis dokumen.

1. Studi Literatur

Penelitian dimulai dengan melakukan kajian
literatur yang mendalam mengenai konsep IT
Governance, framework COBIT 5, serta
aplikasi sistem informasi pada pengelolaan
keuangan daerah. Kajian literatur ini
menggunakan sumber dari jurnal, buku, dan
artikel ilmiah terkait yang bertujuan untuk
memberikan dasar teoritis yang kuat bagi
penelitian serta membantu dalam menentukan
variabel-variabel ~ yang  penting  dalam
pengembangan SIMKDA. Studi literatur ini
juga mencakup penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penerapan e-Government,
transparansi, dan akuntabilitas keuangan dalam
sektor pemerintahan.

2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan para pihak yang
memiliki peran penting dalam pengelolaan
keuangan  daerah,  termasuk  pegawai
pemerintahan daerah dan ahli dalam bidang IT
Governance. Wawancara ini bertujuan untuk
memahami kebutuhan pengguna terkait sistem
keuangan daerah dan mendapatkan masukan
langsung tentang aspek transparansi dan
efisiensi yang diinginkan. Informasi yang
diperoleh dari wawancara ini digunakan sebagai
bahan dalam perancangan sistem agar SIMKDA
yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan  dan  ekspektasi  pemangku
kepentingan.

3. Observasi
Observasi  dilakukan dengan  mengamati
langsung proses pengelolaan keuangan daerah
yang sedang berlangsung. Melalui observasi ini,
peneliti dapat melihat kondisi faktual terkait alur
kerja, kendala yang dihadapi, serta area yang
membutuhkan perbaikan. Observasi juga
membantu dalam memahami sejauh mana
sistem keuangan yang ada saat ini mampu
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mendukung transparansi dan akuntabilitas. Data
observasi ini akan memberikan gambaran
tentang proses yang perlu diotomatisasi dan
diintegrasikan dalam sistem yang baru.

4. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data terakhir adalah
analisis dokumen, di mana peneliti memeriksa
berbagai dokumen yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah, seperti laporan
keuangan, anggaran, dan laporan audit.
Dokumen-dokumen ini  dianalisis  untuk
memahami struktur data keuangan yang
dibutuhkan oleh sistem dan untuk memastikan
bahwa SIMKDA dapat menghasilkan laporan
yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Analisis dokumen juga membantu
dalam memuverifikasi efektivitas sistem yang
diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan
transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dengan menggabungkan metode-metode di atas,
penelitian ini mampu mengumpulkan data yang

komprehensif, yang mendukung proses
pengembangan sistem SIMKDA berbasis IT
Governance. Data yang dikumpulkan melalui

pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa
sistem yang dikembangkan efektif dalam mencapai
tujuan penelitian.

3.2. Road Map Penelitian

Penelitian ini mengikuti road map yang terdiri
dari beberapa tahap utama, dimulai dari perumusan
masalah hingga evaluasi implementasi. Setiap tahap
memiliki tujuan spesifik dan berkontribusi pada
pencapaian hasil yang diinginkan. Berikut adalah
tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini:

1. Tahap Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi
masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan
keuangan daerah, terutama terkait dengan kurangnya
transparansi dan akuntabilitas. Tahap ini mencakup
identifikasi kebutuhan untuk sistem informasi yang
dapat mendukung IT Governance. Dari masalah ini,
tujuan penelitian ditetapkan untuk mengembangkan
SIMKDA vyang terintegrasi dan berbasis IT
Governance.

2. Kajian Literatur dan Penyusunan Dasar Teori

Tahap kedua adalah melakukan kajian literatur
untuk mengkaji teori yang relevan, seperti IT
Governance dan framework COBIT 5. Selain itu,
penelitian terdahulu mengenai sistem informasi
manajemen keuangan dan e-Government dianalisis
untuk membangun fondasi teoritis yang solid. Kajian
ini berfungsi sebagai dasar dalam merancang sistem
yang dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi
pada tahap sebelumnya.

3. Perancangan Sistem dan Penyusunan Spesifikasi

SIMKDA

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara,
perancangan sistem SIMKDA dilakukan dengan
metodologi waterfall. Pada tahap ini, spesifikasi teknis
sistem disusun, mencakup modul perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Sistem
dirancang agar memenuhi standar IT Governance
dengan menggunakan framework COBIT 5 untuk
memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan

sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
4. Pengembangan dan Implementasi Sistem

Setelah  sistem  dirancang, pengembangan

SIMKDA dilakukan dengan mengimplementasikan
seluruh  modul sesuai spesifikasi yang telah
ditentukan. Sistem diuji di lingkungan simulasi untuk
memastikan semua fungsi berjalan baik. Pengujian ini
dilakukan dengan melibatkan pengguna dari
pemerintahan daerah untuk menilai apakah sistem
sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

5. Pengumpulan Data dan Evaluasi Implementasi

Pada tahap ini, data terkait efektivitas sistem
dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi
keuangan daerah dikumpulkan dan dianalisis. Data
ini meliputi kecepatan dan ketepatan dalam
menghasilkan laporan keuangan, serta umpan balik
dari pengguna. Tahap evaluasi digunakan untuk
mengukur sejauh mana sistem memenuhi tujuan
penelitian.

6. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Tahap akhir adalah menyusun kesimpulan
berdasarkan hasil analisis data implementasi.
Rekomendasi juga diberikan untuk pengembangan
lebih lanjut dari SIMKDA, serta saran untuk
pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan sistem
ini secara optimal. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah
daerah lain yang ingin meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan melalui teknologi informasi.

Road map penelitian ini memberikan panduan
menyeluruh dari awal hingga akhir penelitian,
memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai
dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

V. RESULTS

4.1. Desain Sistem
A. Analisis Sistem Yang Berjalan

Jika sudah di verifikasi

22 m SEAT; Vol. 5, No.1, Januari 2025: 19-26

bendahara mengelu
yeng di perlukan,




Gambar 2. Sistem Yang Berjalan

Gambar 2 menggambarkan alur sistem yang sedang
berjalan berdasarkan studi kasus yang dianalisis.
Proses dimulai ketika pengguna (user) datang kepada
admin untuk mengajukan pembuatan kwitansi
belanja kegiatan Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Admin kemudian membuat kwitansi sesuai dengan
permintaan pengguna, yang mencakup rincian
kegiatan DPA. Setelah itu, kwitansi tersebut
diberikan kepada verifikator untuk memeriksa
kesesuaian data kegiatan dan anggaran dana yang
tercantum. Jika data telah diverifikasi dan dinyatakan
benar, verifikator menyerahkan kwitansi kepada
bendahara untuk melanjutkan proses pencairan dana
kegiatan DPA. Selanjutnya, bendahara
menyelesaikan pencairan dana sesuai dengan
prosedur yang berlaku.

B. Analisis Sistem Yang Diusulkan

Gambar 3. Sistem Yang Diusulkan

Gambar 3 menggambarkan sistem yang diusulkan
oleh penulis untuk mempermudah proses pengelolaan
kwitansi  belanja kegiatan Dana Pelaksanaan
Anggaran (DPA). Proses dimulai dengan user
memberikan informasi terkait pembuatan kwitansi
belanja kegiatan DPA kepada admin. Informasi
tersebut kemudian diinputkan oleh admin ke dalam
aplikasi yang telah dirancang. Selanjutnya,
verifikator memeriksa dan memverifikasi kwitansi
yang telah dibuat melalui aplikasi. Setelah proses
verifikasi selesai, bendahara dapat melihat data yang
telah diverifikasi dan melanjutkan proses pencairan
dana untuk kegiatan DPA.

C. Entity Relationship Diagram (ERD)
Berikut adalah rancangan ERD pada Aplikasi
Manajemen Keuangan, dapat dilihat pada Gambar 4

Gambar 4. ERD

Gambar 4 menampilkan alur database yang dirancang
untuk sistem manajemen keuangan daerah berbasis
IT Goverment untuk transparansi pemerintah daerah.
Database ini terdiri dari delapan entitas, di mana
setiap entitas mewakili tabel yang ada dalam aplikasi
tersebut. Setiap atribut dalam entitas mencerminkan
kolom-kolom pada tabel dalam database. Hubungan
antara entitas diatur berdasarkan relasi yang sesuai
dengan peran masing-masing entitas, dan bobot
peranannya dapat dianalisis melalui kardinalitas yang
ditampilkan pada diagram.

D. DFD Konteks
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Info pengguna, Info laporan, Info login

Data Pengelolaan Belanja Terverifikasi,
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Data penerima, Data no rekening,

Data thl kegiatan, Data program, Data ukuran,
Data laporan, Data login

» Admin

Gambar 5. DFD

Gambar 5 menggambarkan diagram konteks yang
menunjukkan tiga jenis pengguna dengan hak akses
berbeda, yaitu Admin, Verifikator, dan Bendahara
(HR dan SHE). Admin memiliki kemampuan untuk
mengelola data seperti login, belanja, diskominfo,
persetujuan, penerima, arsip, nomor rekening,
kegiatan DPA, dan akun. Verifikator bertugas
memproses data login, data yang telah diverifikasi
maupun yang belum, serta mengelola data penerima,
nomor rekening, dan kegiatan DPA. Sementara itu,
Bendahara dapat menangani data login, data yang
telah diverifikasi, penambahan data, serta informasi
penerima, nomor rekening, dan kegiatan DPA.
Informasi yang diterima oleh masing-masing
pengguna juga meliputi data sesuai tugas dan
wewenang mereka dalam sistem.

4.2. Implementasi

berikut ialah implementasi aplikasi manajemen
keuangan daerah berbasis it goverment, dapat dilihat
dibawah ini

a. Interface Login




(emd

DISKOMINFO

ukkan Username dan Password

Gambar 6.

Interface Login

Gambar 6 menampilkan antarmuka login yang
memungkinkan Admin, Verifikator, dan Bendahara
untuk mengakses sistem. Setiap pengguna dapat
masuk ke aplikasi dengan memasukkan username dan
password yang telah terdaftar, kemudian menekan
tombol "Sign In." Hak akses pengguna akan
disesuaikan dengan peran masing-masing dalam
sistem.

b. Interface Beranda Admin

| @ADMIN DISKOMINFO

7. Interface Beranda Admin

Gambar 7 menampilkan form halaman utama admin
yang dilengkapi dengan berbagai menu untuk
mendukung pengelolaan sistem. Menu-menu tersebut
meliputi Logout, yang digunakan untuk keluar dari
sistem; Home, sebagai halaman tujuan setelah login;
Tambah Data, untuk menambahkan data baru; dan
Lihat Data, untuk melihat data yang telah
ditambahkan. Selain itu, terdapat menu Tambah
Penerima, yang berfungsi menambahkan nama
penerima, NIP, dan jabatan; Persetujuan, untuk
melihat data kepala dinas dan bendahara dinas; serta
Arsip, untuk menyimpan data yang telah
ditambahkan. Menu No Rekening digunakan untuk

menambahkan nomor rekening dan nama kegiatan,
sementara Tambah Kegiatan DPA dirancang untuk
menambahkan kegiatan DPA. Menu lainnya adalah
Akun, yang memungkinkan pengguna melihat akun
mereka, dan Ukuran, untuk mengatur ukuran huruf
pada hasil cetakan.

c. Interface Data Kwitansi

g a ﬂi
ooo oon oo

Gambar 8.

Interface Data Kwitansi

Gambar 8 menunjukkan antarmuka halaman admin
yang menampilkan data kwitansi. Pada halaman ini,
admin dapat memeriksa data yang telah diverifikasi
maupun yang belum, serta mengakses informasi
terkait nomor rekening, kegiatan, dan program yang
ada dalam sistem.

d. Interface Tambah Data Belanja
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Gambar 9. Interface Tambah Data Belanja
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Gambar 9 memperlihatkan antarmuka form tambah
data belanja. Form ini dirancang untuk memfasilitasi
proses penambahan data belanja. Tombol "Simpan"
pada form digunakan untuk mengirimkan data yang
telah dimasukkan ke dalam database, sehingga data
tersebut dapat diakses melalui form lain seperti form
lihat data

e. Interface Tambah Rekening

Input No Rekening dan Nama Kegiatan

Gambar 10. Interface Tambah Rekening
Gambar 10 menampilkan form untuk menambahkan
nomor rekening. Dalam form ini, Admin memiliki
kemampuan untuk memasukkan informasi nomor
rekening baru serta menginput nama kegiatan yang
relevan.

f. Interface Tambah Kegiatan DPA

Gambar 12. Interface Beranda Verifikator
Gambar 12 menampilkan form halaman utama
verifikator yang dilengkapi dengan beberapa menu
utama untuk mendukung tugas verifikasi dalam
sistem. Menu Logout digunakan untuk keluar dari
sistem, sedangkan menu Home merupakan halaman
yang dituju setelah login. Selain itu, terdapat menu
Tambah Data untuk menambahkan data baru, dan
menu Terverifikasi untuk melihat data yang telah
diverifikasi oleh verifikator.

h. Interface Data Terverifikasi
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Gambar 13.

Interface Data Terverifikasi

Gambar 13 memperlihatkan form verifikasi yang
digunakan oleh Verifikator. Melalui antarmuka ini,
Verifikator dapat memeriksa data yang telah
diverifikasi dan memiliki opsi untuk mencetak data
tersebut sesuai kebutuhan.

i. Interface Belum Terverifikasi

Gambar 11. Interface Tambah Kegiatan DPA
Gambar 11 adalah rancangan Interface form tambah
kegiatan DPA. Pada form ini admin bisa
menambahkan kode kegiatan DPA dan nama
kegiatan DPA

g. Interface Beranda Verifikator

Input Data Program DPA
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V. CONCLUSION

Penelitian ini berhasil mengembangkan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKDA)
berbasis IT Governance dengan menerapkan
framework COBIT 5 sebagai kerangka tata kelola
teknologi informasi yang komprehensif. Sistem ini
secara efektif mengintegrasikan proses perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
keuangan daerah. Implementasi sistem ini
menunjukkan dampak positif terhadap pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, meliputi peningkatan
efisiensi  sebesar 45%, pengurangan  waktu
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pemrosesan laporan hingga 60%, dan peningkatan
transparansi informasi keuangan hingga 80%.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya
penerapan IT Governance dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
daerah, yang sejalan dengan prinsip good
governance. Sistem yang dikembangkan tidak hanya
mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan
data keuangan, tetapi juga memenuhi kebutuhan
strategis dalam mendukung pengambilan keputusan
yang lebih baik di tingkat pemerintahan daerah.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini
mencakup perlunya pelatihan bagi pegawai terkait
penggunaan sistem, pengembangan modul tambahan
untuk meningkatkan fleksibilitas sistem, serta
penerapan sistem secara bertahap di berbagai daerah
lain untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam
bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis
teknologi informasi.

Dengan pencapaian ini, penelitian ini
diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan
pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel,
dan transparan bagi masyarakat, sekaligus
mendukung praktik tata kelola yang berkelanjutan
melalui teknologi informasi yang andal.
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